BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 ini merupakan perwujudan konkrit dalam pencapaian kinerja (performing goverment) BAPPEDA. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi NTB untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2013 – 2018 dan Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2016. RKPD Online merupakan aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) guna menghadirkan perencanaan yang cepat, informatif, akurat dan akuntabel karena dapat diakses semua pihak, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan aspirasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sehingga program-program yang nantinya disusun dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran pembangunan daerah, serta sebagai wadah keterbukaan Pemerintah Provinsi NTB dalam aspek perencanaan pembangunan. Sedangkan NTB Satu Data merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan good governace melalui penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan akuntabel. Pemerintah Provinsi NTB secara resmi telah memiliki layanan penyediaan data dan informasi yang diberi nama “Bale ITE”, beralamat di Jl. Majapahit Mataram. masyarakat dapat dengan mudah mengakses data dan informasi tentang Provinsi NTB baik datang secara langsung maupun melalui internet. 
Pada tahun 2016,  jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB online sebanyak 80.990 orang. Di bidang perencanaan pembangunan, Provinsi NTB memiliki layanan RKPD online yang dimanfaatkan khususnya oleh SKPD untuk mengakomodir rencana program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan RKPD. Kunjungan layanan RKPD Online tahun 2016 adalah sebanyak 9.694 orang pengunjung. NTB Satu Data merupakan layanan umum Bappeda yang menjadi wadah komunikasi yang menghubungkan BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan stakeholder pembangunan lainnya dalam sistem pertukaran informasi yang mendukung interaksi timbal balik antar pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Selama kurun waktu 2016 kunjungan untuk layanan ini adalah sebanyak 71.296 orang atau 88,03 persen dari total masyarakat yang mengakses layanan NTB online. 
Program strategis yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan hasil penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB dilakukan melalui Program Perencanaaan Pembangunan Daerah yang diimplementasikan dalam kegiatan penyusunan rancangan RKPD, penyelenggaraan Musrenbang RKPD, penyusunan dokumen perencanaan, dan pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sasaran kedua yang diperjanjikan adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas dengan indikator kinerja dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 yang ditetapkan, Bappeda bertanggungjawab atas 4 (empat) dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional.  Indikator Kinerja tersebut antara lain yang pelaksanaan penyusunannnya dikoordinir oleh Biro Administrasi Pemerintahan berupa Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Biro Keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), Biro Organisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Bappeda berupa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).  
Untuk dokumen perencanaan, pada tahun 2016 Bappeda Provinsi NTB belum berhasil meraih Anugerah Pangripta Nusantara, namun dokumen perencanaan Provinsi NTB masuk sebagai kandidat finalis dua belas besar dari tiga puluh empat Provinsi di Indonesia. 
Yang mendapat penghargaan ditingkat nasional yaitu dokumen Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) dengan kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk dokumen yang lain belum mampu bersaing pada tingkat Nasional.  LPPD setiap tahun di evaluasi oleh Kemendagri namun hasilnya diumumkan dua tahun setelah evaluasi. Untuk Tahun 2016 diumumkan hasil evaluasi LPPD Tahun 2014. LPPD NTB masuk 10 besar dengan posisi No. 9 ditingkat Nasional. LAKIP setiap tahun di evaluasi oleh Kemenpan dan Reformasi Birokrasi dan untuk tahun 2016 sudah dilakukan penilaian oleh Tim Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tetapi hasil evaluasinya belum diumumkan. 
 Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti sudah sempurna, namun harus tetap diupayakan peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan kualitas pembangunan, sehingga dapat mewujudkan visi BAPPEDA                “ MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG ANDAL”  menjadi kenyataan.  
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